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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2004
TENTANG
MAJELIS RAKYAT PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa keberadaan Majelis Rakyat Papua berdasarkan Pasal

5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provins Papua perlu diikuti dengan
pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilihan dan
penggantian anggota, pedoman tata tertib, serta kedudukan
keuangan Majelis Rakyat Papua;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4),
Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal
24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Maelis Rakyat Papua;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan  Propinss  Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2907);

3. Undang- ...
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korups,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3882);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4012);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4026);

9. Undang- ...
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provins Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partali
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4310);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

16. Undang- ...
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16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MAJELISRAKYAT
PAPUA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri atas Presiden
beserta para Menteri.

Provins Papua adalah Provins Irian Jaya yang diberi Otonomi
Khusus dalam Kerangka Negara K esatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Provins adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai
Badan Eksekutif Provinsi.

4, Gubernur ...
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. Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang
bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di
Provins dan sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi.

. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/K ota di
Provins.

. Mgelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP adalah
representasi kultural orang adli Papua, yang memiliki wewenang
tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua
dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya,
pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup

beragama.

. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai Badan
Legidatif Daerah Provins.

. Panitia Pemilihan MRP adalah panitia penyelenggara pemilihan
anggota MRP yang berada di tingkat distrik, kabupaten/kota dan

provins yang anggotanya terdiri unsur pemerintah dan masyarakat.

. Orang adi Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras
Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provins Papua dan/atau
orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh
masyarakat adat Papua.

10.Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta

dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.

11.Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup

dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan

rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.

12. Wakil ...



